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RINGKASAN

Indonesia adalah negara kesgahteraan dimana rakyat dijamin untuk
memperoleh fasilitas pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Untuk itu lahir
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai salah
satu perwujudkan untuk menjamin hak warga negara Indonesia. Ombudsman RI
menjadi salah satu pengawas eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan
publik oleh pemerintah sesuai amanat Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008
tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman RI menjadi salah satu dari
sekian banyaknya Komisi-Komisi yang lahir pasca reformas (termasuk Komisi
Nasional Ombudsman saat ini menjadi Ombudsman Republik Indonesia) yang
secara khusus memegang amanat atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme. Ombudsman Rl memiliki kewenangan untuk pengawasi setiap
penyelenggaraan pelayanan publik yang bebas dari tindakan maladministrasi.
Ombudsman RI juga memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa pada
pelayanan publik dengan jalan Mediasi, Konsiliasi dan Ajudikasi Khusus untuk
penyelesaian ganti kerugian. Wewenang ini diberikan sebagai upaya menciptakan
penyelesaian sengketa yang cepat, biaya murah dan sederhana. Tapi pertanyaan
muncul ketika putusan Ajudikasi Khusus oleh Ombudsman Rl memiliki sifat
final, mengikat dan wajib dijalankan oleh pihak Terlapor. Kewenangan ini bisa
sgja akan bersingungan dengan kewenangan lembaga peradilan yang juga
putusannya bersifat final, mengikat dan wajib dijalankan oleh para pihak. Tapi
dalam hal ini Ombudsman RI memiliki lingkup pengawasan yang berbeda dan
bukan merupakan suatu lembaga penegak hukum. Putusan Ajudikasi Khusus juga
bersifat rekomendasi yang diberikan kepada Terlapor dan atasan Terlapor.
Rumusan masalah yang akan di bahas : (1)Baga mana kewenangan yang dimiliki
oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi Ajudikasi
Khusus berdasarkan Peraturan Ombusdman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus? (2) Bagaimana upaya
hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak jika tidak puas dengan putusan
Ajudikasi Khusus?

Adapun tujuan penulisan Skripsi ini adalah secara umum untuk melatih
penulis daam menerapkan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang sudah
diperoleh serta untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebaga syarat pokok yang
bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai aturan di dalam
ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember. Sementara itu secara
khusus pendlitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis dan mengetahui
konsep wewenang Ombudsman RI sebagal lembaga pengawas Pelayanan Publik
dalam menjalankan fungsi Ajudikasi Khusus berdasarkan Peraturan Ombudsman
Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara
Ajudikasi Khusus dan untuk mengetahui upaya hukum apa sga yang bisa
dilakukan para pihak yang tidak puas dengan putusan Ajudikasi Khusus oleh
Ombudsman RI. Penelitian dalam proses penyususnan Skripsi ini menggunakan
tipe penelitian yuridis normatif dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan
perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseputal ( conceptual
approach). Bahan hukum yang digunakan untuk penyusunan Skripsi ini terdiri
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang
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selanjutnya melakukan analisa hukum untuk menjawab rumusan-rumusan
masalah di atas.

Hasil dari penelitian Skripsi ini yang pertama bahwa kewenangan
Ajudikas Khusus yang dimiliki oleh Ombudsman Rl merupakan suatu
kewenangan tambahan yang cukup lazim terlihat pada konsep perkembangan
Ombudsman di dunia. Ombudsman RI menjadi sebuah Ombudsman Hybrid yang
memiliki beberapa dasar pengawasan yaitu pengawasan terhadap administrasi
yang baik dan dengan tujuan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang
mana hak tersebut juga merupakan komponen dalam Hak Asasi Manusia. Kedua
bahwa tindakan paksa yang bisa dilakukan oleh Pelapor hanya sebatas pada
bidang administrasi sgja yaitu menyerahkan putusan Ajudikasi Khusus kepada
atasan terlapor untuk selanjutnya dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan
pada pasal 25 ayat (5) Peraturan Ombudsman Rl Nomor 31 Tahun 2018 tentang
Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus. Upaya hukum bisa dilaksanakan
oleh Pelapor tapi akan terlepas dari wewenang-wewenang Ombudsman RI. Upaya
hukum tersebut bisa digjukan ke Pengadilan jika dinilai penyelenggara atau
pel aksana pelayanan publik melakukan tindakan melawan hukum pidana, perdata
maupun Tata Usaha Negara.

Saran yang dihasilkan dari Skripsi ini adalah mendorong pemerintah untuk
mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Peraturan Presiden (PerPres)
tentang ganti rugi pelayanan publik guna mendukung Peraturan Ombudsman RI
Nomor 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus.
Sehingga Ombudsman RI memiliki landasan hukum jika ingin melakukan
eksekusi terhadap putusan Ajudikasi Khusus yang terkait dengan ganti kerugian.
Selain juga juga perlu ada penegasan sanksi-sanksi, penguatan kedudukan dan
memberikan pemahaman kepada penyelenggara atau pelaksana Pelayanan Publik
untuk bisa memaksmakan pelaksanaan putusan dari Ajudikass Khusus
Ombudsman.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
merupakan sebuah konsekuens dari cita-cita negara kesejahteraan dimana rakyat
berhak memperoleh fasilitas yang disiapkan negara untuk kesejahteraan mereka
dari berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain. Dari
Undang-Undang tersebut juga telah mengamanatkan sebuah Ilembaga pengawas
yang independen sebagai penyelesai sengketa pada masalah pelayanan publik.?

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik dinyatakan bahwa negara memiliki kewajiban dalam
pemenuhan kebutuhan setiap warga negara Indonesia, dengan jalan suatu sistem
pemerintahan yang mampu mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan
publik yang baik dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil yang
dimiliki setiap warga negara atas barang dan jasa yang bersifat publik, serta
pelayanan administrative.?

Langkah pembentukan lembaga pengawas tersebut di awal dengan
dibentuknya Komisi Ombudsman Nasional memiliki peran vyaitu berupa
menjalankan fungs pengawasan, menerima pengaduan dan memberikan
rekomendasi. Komisi ini merupakan sebuah alat untuk mewujudkan cita-cita
reformasi yang secara bersamaan juga didirikan Komisi lainnya seperti Komisi
Penyiaran Indonesia, Komisi Nasional Hak Asas Manusia dan Komis
Pemberantasan Korupsi. Tapi pada awa pembentukan, komisi-komisi tersebut
tidak diberikan kewenangan yang jelas.*

Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia sendiri diharapkan dapat

mendukung terwujudnya cita-cita pemerintahan yang baik (good governance).

2 ‘Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia’, Pasal, 95.
3 “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik’, n.d., Penjelasan Umum.

4 Puspitosari Hesti, K halikussabir, Kurniawan J. Luthfi, Filosofi Pelayanan Publik (Buramnya
Wajah Pelayanan Menuju Perubahan Paradigma Pelayanan Publik), 2012, him. 147.
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Karena konsep good governance telah menjadi kemauan politik dalam berbagai
peraturan perundang-undangan Negara Indonesia.®

Tugas Ombudsman Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia antara lain adalah
memeriksa laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan
pelayanan publik. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun
2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi adalah:

“Perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan
wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang
tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum
dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh
penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan
kerugian materiil dan/atau imateriil bagi masyarakat dan orang
perseorangan.”®
Penyelesaian jika terjadi maladministras atau sengketa diselesaikan
dengan jalan mediasi, konsiliasi sesual Pasal 46 angka 5 UU Pelayanan Publik
dan gudikasi khusus pada kasus permohonan ganti rugi untuk sengketa yang
sudah diputus oleh Ombudsman RI sesuai pasal 50 UU Pelayanan Publik.’
Ajudikas khusus merupakan tambahan atau perluasan kewenangan
Ombudsman RI sebagaimana mandat dari UU Pelayanan Publik. Ajudikasi
Khusus membuat masyarakat dapat menuntut ganti rugi melalui Ombudsman bila
merasa tidak memperoleh pelayanan dari penyelenggara dengan Ombudsman
sebagai gjudikator.®
Ajudikasi lebih dikenal sebagai salah satu cara penyel esaian sengketa non-
litigasi namun tetap menggunakan prosedur persidangan gudikasi. Ombudsman
Republik Indonesia (ORI) memiliki fungsi agjudikasi khusus sesuai amanat Pasal 1

angka 11 UU Pelayanan Publik dengan bunyi “Ajudikasi adalah proses

5 Solechan, 2018, ‘Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan
Pelayanan Publik Di Indonesia’, Adminitrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi 2 (Mei
2018). him. 69

6 ‘Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia’, Pasal 1
angka 3.

7 “Ibid., Pasal 46 dan Pasal 50.

8 Dominikus Dalu Sogen, ‘Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt5b8ce6e75c63f/
Ajudikasi -K husus-Ombudsman-vs-K omitmen-Pel ayanan-Publik-Oleh--Dominikus-Dalu-Sogen’.
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penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak yang diputus oleh
ombudsman’

Kewenangan Ajudikasi juga terdapat pada Pasal 50 ayat (5) sampa (8)
yang berbunyi :

“(5) Dalam ha penyelesaian ganti rugi, ombudsman dapat
melakukan mediasi, konsiliasi, dan gjudikasi khusus.

(6) Ajudikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sgak undang-undang ini
diundangkan.

(7) Dalam melaksanakan gudikas khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), mekanisme dan tata caranya diatur lebih lanjut oleh
peraturan ombudsman.

(8) Mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam
peraturan presiden.”°

Ombudsman dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan jalur
Ajudikass Khusus mengeluarkan peraturan Ombudsman Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 2018 tentang M ekanisme dan Tata Cara Ajudikas Khusus.

Peraturan Ombudsman RI tersebut berisi tentang bagaimana tahapan-
tahapan, syarat gjudikasi, hak dan kewagjiban gjudikator dan yang paling penting,
pada Pasal 25 ayat (1) dan (5) dengan bunyi :

“(1) Putusan Ajudikasi Khusus bersifat final, mengikat dan wajib
dilaksanakan oleh Terlapor.

(5) Penyelenggara pelayanan publik yang tidak melaksanakan
putusan Ajudikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.”

Putusan Ajudikasi Khusus yang dikeluarkan oleh Ombudsman bersifat
final and binding.. Sebenarnya Ombudsman juga tidak memiliki daya penegakan

hukum (Law Enforcement) sehingga kewenangan Ombudsman RI untuk

Ajudikas Khusus perlu dipertanyakan kembali.*> Sampai saat ini Ombudsman

9 ‘Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia’, Pasal 1
angka 11.

191 bid, Pasal 50 ayat (5)-(8).

11 “Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Dan
Tata Cara Ajudikasi Khusus’, n.d., Pasal 25 ayat (1) dan (5).

12 Taufiqukohman, 2015. Optimalisasi Peningkatan Investigas Ombudsman RI Guna
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan I1mu Politik
Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, n.d., him.119.
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pada beberapa negara di dunia hanya mampu mengeluarkan rekomendasi saja dan
tidak bisa mengikat, maka kewenangan Ombudsman RI juga perlu dipertanyaan
dengan sifat putusan yang final and binding.*®

Dari uraian diatas maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam suatu
karya ilmiah dalam bentuk skripss yang berjudul “WEWENANG
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJALANKAN
AJUDIKASI KHUSUS (ANALISIS PERATURAN OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG
MEKANISME DAN TATA CARA AJUDIKASI KHUSUS)”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasakan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang
akan dibahas adalah
1. Bagamana kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman Republik
Indonesia dalam menjalankan fungsi Ajudikas Khusus berdasarkan
Peraturan Ombusdman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang
Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak jika tidak

puas dengan putusan Ajudikasi Khusus?

1.3 Tujuan Penulisan
Agar dapat diperoleh sasaran yang di kehendaki maka dalam penulisan
skripsi ini perlu di tetapkan suatu tujuan penulisan, tujuan penulisan skripsi ini

terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan umum yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah :
1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan pokok yang bersifat
akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Jember

13 “Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Dan
Tata Cara Ajudikasi Khusus’, n.d., Pasal 25 ayat (1) dan (5)
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2. Sebagai sarana penerapan ilmu yang telah di peroleh penulis dan sumbangan
pemikiran yang berguna dan dapat berguna bagi Almamater, Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Jember Dan Masyarakat Umum

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang hendak dicapai antaralain:

1. Untuk mengetahui bagaimana wewenang dan peran Ombudsman sebagai
lembaga pengawas pelayanan publik dalam menjalankan fungsi Ajudikas
Khusus berdasarkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikas Khusus;

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak

jikatidak puas dengan putusan hasil Ajudikasi Khusus;

1.4 Metode Penelitian

Proses penulisan karya ilmiah akan selalu memerlukan metode penelitian,
karena hal ini merupakan faktor penting agar analisis terhadap objek yang diteliti
dapat dilakukan dengan benar. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah
tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya.

Metode adalah cara kerja dalam usaha menemukan atau memperoleh atau
menjalankan suatu proses untuk memperoleh hasil proses yang konkrit dan juga
metode tersebut adalah cara utama untuk mencapa tujuan. Penelitian hukum
adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,
ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.*
Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau tahapan-tahapan yang
dianggap efektif dan efesien dalam proses penelitian. Agar tercipta karya tulis
ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan sebuah argumentasi, teori
atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan, maka dalam penelitian
skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

14 Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.him. 35
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1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan sebagai usaha mencari pemecahan terhadap
isu hukum yang sedang dipermasalahkan. Penelitian hukum adalah suatu
penelitian yang dilakukan dengan tujuan know-how di dalam hukum.®® Tipe
penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan
tipe pendlitian yuridis normatif (legal research) yang merupakan sebuah tipe
penilitian untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma yang ada di dalam
hukum positif dengan langsung memposisikan perundang-undangan dalam
pendekatannya.’® Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji
berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang,
literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan
dangan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan®’

1.4.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan,
pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan
Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Pendekatan Undang-undang (statue approach) dilakukan dengan
mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu
hukum yang sedang dibahas dan kaji.*® Lalu pendekatan konseptual (conceptual
approach) diaplikasikan dengan melakukan pengkajian bagaimana konsep
kewenangan Ombudsman RI dalam menjalankan fungsi Ajudikasi Khusus dan
konsep awal serta bagaimana perkembangannya pada isu hukum yang sedang di
bahas.

Berdasarkan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual,
penulis akan mempelgari peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan Ajudikasi Khusus yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI. Kemudian

akan melihat bagaimana konsep pembentukan dan kewenangan Ombudsman di

15 Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta : Prenadamedia Group,
him. 83

16 peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, him. 96

7 1bid., him. 29

18 1bid., him. 93
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dunia yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap pembentukan Ombudsman
RI.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian
hukum.. Bahan hukum sangat berguna dalam upaya memecahkan masalah pada
isu hukum yang sedang diteliti dan pastinya membutuhkan sumber-sumber
penelitian. Penelitian skripsi terhadap isu hukum ini penulis menggunakan bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

A. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki daya ikat.
Bahan-bahan hukum Primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan
resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim-
putusan hakim.* Bahan hukum Primer yang digunakan oleh penulis dalam
penelitian skripsi ini adalah Peraturan perundang-undangan yaitu :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang
Ombudsman Republik Indonesia
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah
5. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Laporan
6. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang
Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus
7. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 3366 K/Pdt/2015
8. Rekomendasi Ombudsman  Republik  Indonesia  Nomor
010/REK/0001.2013/PBP.02/IX/ 2013

9 bid., him. 141
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B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum ini berupa dokumen-
dokumen resmi yang dipublikasikan dan berkaitan langsung dengan hukum.
Publikasi karya tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,
Jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Bahan
hukum Sekunder bisa juga diperoleh dari data dan informas yang diperoleh
melalui internet yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang
dikgji. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh
penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan hukum dan juga didapat
dari data dan informasi melalui internet.

C. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum berguna untuk menunjang bahan hukum primer dan
sekunder dengan meningkatkan kemampuan penulis dalam mengidentifikasi dan
melakukan analisa fakta dalam isu hukum yang diteliti. Tetapi isu hukum sering
kali lebih umit sehingga membutuhkan pemahaman tertentu atas isu hukum
tersebut.?’ Penulisan skripsi ini bahan non hukum yang digunakan oleh penulis
berupa buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan-bahan penulisan lainnya
yaitu diperoleh dari sumber Non hukum lain yang memiliki hubungan dengan
permasal ahan pelayanan publik di Indonesia.

1.4.4 Andisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah
metode deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai
dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai tujuan dari apa yang
sebenarnya dimaksud.?* Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam
menganalisa bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan
tepat dilakukan dengan langkah-langkah :
1. Mengidentifikasi fakta hukum dan memisahkan hal-hal yang tidak memiliki

hubungan, untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

2 |bid., him. 165
2L |bid., him. 171
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. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan Non hukum yang masih
memiliki hubungan dengan isu hukum yang hendak dipecahkan;

. Melakukan analisa terhadap isu hukum yang digjukan berdasarkan bahan
hukum dan non hukum yang telah dikumpulkan;

. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentas yang menjawab isu hukum;
dan

. Memberikan penjelasan apa yang sebenarnya dimaksud berdasarkan

argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelayanan Publik
2.1.1 Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah langkah pemberian layanan atau melayani
kebutuhan yang diperlukan orang atau masyarakat yang memiliki kepentingan
kepada organisasi sesuai dengan aturan-aturan pokok sekaligus tata cara yang
sudah diatur.? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang
Pelayanan Publik, Pelayanan Publik adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah
dengan bentuk penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh warga negara
sebagai konsumen untuk memenuhi dan mendukung kehidupan serta aktivitas
sehari-hari. Usaha yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang belaku.?

Pelayanan Publik dari sudut pandang politik merupakan bentuk-bentuk
perwujudan kewajiban negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pelaksanaan didasarkan sebuah kontrak sosial sebelumnya dalam pembentukan
negara dengan berbagai unsur warna negara. Kegiatan yang dilaksanakan oleh
negara untuk memenuhi pelayanan publik dijalankan oleh pemerintah yang berisi
kekuatan-kekuatan politik.2*

Pengertian Pelayanan Publik dilihat dari sudut pandang sosial budaya
adalah alat untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat guna tercapainya
kesgjahteraan. Selama memenuhi kebutuhan pokok, pemerintah mel aksanakannya
dengan berdasarkan kepercayaan dan nilai-nilai yang terkandung di dalam
masyarakat.”

Menurut Ahmad Ainur Rohman, pengertian pelayanan publik adalah
usaha yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini pemerintah, untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terwujudkan dalam bentuk

2 Zaenal, Muhibun, 2016, Membangun Kinerja Pelayanan Publik (Menuju Clean Government
and Good Governance), Bandung: PUSTAKA SETIA, him. 41.

2 “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik’, Pasal 1 angka (1)

2 Sirgjuddin, Didik Sukrioono, 2011, Winardi, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipas &
Keterbukaan Informasi Malang: Setara Perss, him. 11.

% |bid,.

10
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fasilitas-fasilitas umum dalam bidang jasa serta nonjasa. Penerima pelayanan
tersebut yaitu perseorangan atau sekelompok orang dan/atau badan hukum yang
oleh Undang-Undang diberikan hak dan kewgjiban terhadap bentuk-bentuk
pelayanan publik.?

Sedangkan menurut Sinambela, pelayanan publik memiliki makna setiap
usahausaha yang dilakukan oleh pemerintah terhadap usaha-usaha yang
dilakukan oleh sekelompok masyarakat, yang disetiap usaha sekelompok
masyarakat tersebut mendatangkan keuntungan secara kolektif dan bersifat
penawar yang bisa menghasilkan rasa puas, walaupun tidak ada produk dalam
bentuk fisik.?”

2.1.2 Pengawasan Pelayanan Publik

Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang diamanatkan dalam proses
mangjemen melalui berbagai kegiatan dengan hasil akhir berupa tercapainya
tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hakikat pengawasan
sendiri adalah jalan yang ditempuh sebagai upaya pencegahan sedini mungkin
dari kemungkinan terjadinya penyelewengaan tujuan dan sasaran serta berbagai
tugas dari organisasi.® Pengawasan sangat penting untuk dilakukan karena
berfungsi untuk mengawasi kinerja dan mengevaluasi terhadap suatu kegiatan.

George R. Tery memberikan definis dalam bukunya dengan
judul “Prinsip-prinsip Manajemen” bahwa pengawasan adalah sebagai upaya
mengevaluasi capaian-capaian kerja dan jika diperlukan maka dilakukan tindakan-
tindakan yang bersifat korektif dengan tujuan agar pekerjaan atau kewenangan
yang dijalankan sesuai dengan rencana atau tujuan awal.?®

Dae memberikan penjelasan mengenai pengawasan yang bermakna
bahwa pengawasan tidak hanya dilihat dalam kaca mata sempit yaitu berupa

pengamatan kinerja dan melaporkan hasil pengamatan. Tapi pengawasan juga

2 Ahmad Ainur Rohman, 2008, Reformasi Pelayanan Publik, vol. 10, Malang: Averroes Press,
him. 10.

27 Lijan Poltak Sinambela, 2008, Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, Dan Impelentasi
Bumi Aksara, him 5.

2 Setiajeng Kadarsih, ‘Tugas Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan
Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008°, Jurnal Dinamika Hukum FH UnSoed, 2, 10 (2 May
2010) him. 178.

2 R. Terry George, 2000, Prinsip-Prinsip Manajemen Jakarta: Bumi Aksara, him. 395.
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memiliki maksud agar dilakukan upaya perbaikan dan pelurusan kembali
sehingga tujuan-tujuan awal yang sudah disusun dapat tercapai.*

Pengawasan memiliki arti sebuah upaya sistematis yang dilakukan oleh
managjemen bisnis dalam rangka perbandingan terhadap kinerja standar, rencana
atau sebuah tujuan yang sebelumnya sudah dibentuk untuk menilai apakah kinerja
yang dijalankan sudah sesuai dengan standar tersebut dan melakukan usaha
perbaikan yang diperlukan.®? Pengawasan Pelayanan Publik dapat diartikan
sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan agar hak-
hak masyarakat yang berkaitan dengan fasilitas-fasilitas umum, pelayanan jasa
dan non jasa tetap tecapal sesuai tujuan dan sasaran dalam peraturan perundang-
undangan.

A. Subjek Pengawasan Pelayanan Publik

Ada beberapa cara yang bisa digunakan pemerintah dalam upaya
melakukan pengawasan yaitu dari segi kedudukan dengan cara pengawasan
internal dan eksternal. Jika ditinjau dari segi waktu pelaksanaan maka dengan cara
pengawasan preventif dan pengawasan represif. Hasil dari tindakan penyelenggara
pemerintahan dalam menjaga tujuan dan sasaran agar tetap pada koridor awal
bersifat politis, administratif, teknis dan juga berakibat hukum.3?

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh internal
organisas penyelenggara pelayanan publik. Tepatnya oleh atasan secara langsung
dan dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasan
eksternal adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pengawas yang berwenang
dan berada di luar organisasi penyelenggara pelayanan publik sesuai peraturan
perundang-undangan.®

Pengawasan eksterna pelayanan publik dilaksanakan oleh masyarakat,
Ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provins dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pengawasan
oleh masyarakat dapat dalam bentuk laporan atau pengaduan terhadap

30 Zaenal, Muhibun, Membangun Kinerja Pelayanan Publik (Menuju Clean Government and Good
Governance), him. 190.

31 1bid, him. 189.

32 Setiajeng Kadarsih, ‘Tugas Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan
Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008, him. 178.

3 ‘Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik’, pasal 35.
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penyelenggaraan pelayanan publik yang melanggar hak masyarakat dan peraturan
perundang-undangan. Pengawasan oleh Ombudsman dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan terkait.**

Setiap organisasi penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban
untuk memberikan sarana pengaduan dari masyarakat, menugaskan kepada staf
yang berkompeten dalam mengelola setiap pengaduan, dan publikasi terkait nama
dan aamat penanggung jawab yang mengelola pengaduan. Penyelenggara
pelayanan publik memiliki kewajiban untuk mengelola:

1. Pengaduan yang masuk dari masyarakat
2. Rekomendasi dari Ombudsman
3. Rekomendasi DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/K ota.

Pengelolaan pengaduan dibatasi oleh batasan waktu tertentu dan wajib
memberikan tindakan lanjutan dari hasil pengaduan yang sudah dikelola.

Prinsip awal pengawasan adalah besifat preventif, tapi jika dikelompokkan
kembali maka upaya preventif dan represif masuk pengawasan berdasarkan waktu
pelaksanaan. Pengawasan preventif berarti upaya-upaya yang dilakukan oleh
pengawas penyelenggara pelayanan publik dengan jalan mengawasi setiap
tahapan persigpan, rencana kerja, rencana keuangan dan tahapan lain sebelum
pelayanan diberikan kepada masyarakat. Sedangkan pengawasan represif
bermakna upaya-upaya yang dilakukan oleh pengawas penyelenggara pelayanan
publik dalam bentuk mengawas secara langsung terhadap pelayanan-pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat. Pengawasan represif bisa dilakukan dengan
cara meminta laporan pelaksanaan, memanggil penyelenggara pelayanan publik
terkait dan lain-lain.®
B. Mekanisme Pengaduan

Pengaduan adanya kewagjiban dan/atau kewenangan yang tidak dijalankan
oleh penyelenggara pelayanan publik diadukan oleh masyarakat. Syarat utama
pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat adalah:

34| bid., pasal 35.

3 ‘Ibid., pasal 36.

36 Zaenal, Muhibun, Membangun Kinerja Pelayanan Publik (Menuju Clean Government and Good
Governance), him. 192.
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1. Penyelenggara pelayanan publik tidak menjalankan tugas dan kewajibannya
kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau
melanggar larangan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;dan

2. Pelaksana pelayanan publik tidak menjalankan pelayanan kepada masyarakat
sesual dengan standar-standar dalam pelayanan publik.?”

Setigp orang yang merasa dirugikan akibat penyelenggaraan pelayanan
publik yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau tidak sesuai
standar-standar pelayanan publik, berhak menyampaikan pengaduan kepada
penyelenggara terkait, Ombudsman, dan/atau DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota dengan batasan waktu paling lambat selama 30 hari sgak
pengadu menerima layanan publik yang merugikan. Pengadu bisa menuntut ganti
kerugian materi jika dirasa merugikan secara materi.*®

Masyarakat yang akan mengajukan pengaduan harus menyampaikannya
secaratertulis dan berisi antaralain :

1. Nama Pengadu dan alamat lengkap;

2. Penjelasan lengkap mengenai pelayanan dari penyelenggara yang diterima
dirasa merugikan karena tidak sesuai dengan standar pelayanan dan/atau
melanggar larangan/peraturan perundang-undangan, serta menguraikan
rincian kerugian material (untuk ganti kerugian) atau kerugian immaterial
yang dialami.

Cara penyelesaian yang ingin digjukan; dan

4. Waktu dan tempat penyampaian aduan serta tanda tangan pengadu.*

Pengadu juga bisa melampirkan bukti-bukti yang akan digunakan sebagai
pendukung aduan yang digjukan. Jika bukti yang dibutuhkan untuk mendukung
pengaduan yang digjukan berada pada penyelenggara dan/atau pelaksana
pelayanan publik, maka penyelenggara dan/atau pelaksana pelayan publik wajib
memberikan akses untuk mendapatkan bukti tersebut.*

Berdasarkan pasal 44 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik, penyelenggara dan/atau Ombudsman yang menerima aduan tertulis dari

87 ‘Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik’, pasal 40.
% |bid., pasal 42.

® |bid.,

2 |bid, pasal 43.
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masyarakat yang dirugikan, wajib memberikan tanggapannya paling lambat 14
hari sgak pengaduan tertulis diterima. Penyelenggara dan/atau Ombudsman bisa
memberikan tanggapan berupa aduan tertulis yang sudah lengkap atau masih
kurang lengkap. Jika materi aduan yang digjukan kurang lengkap, maka pengadu
wajib melengkapi paling lambat 30 hari setelah aduan tertulis ditanggapi oleh
penyelenggara dan/atau Ombudsman. Apabila pengadu tidak bisa memenuhi
materi aduan yang belum lengkap selama 30 hari, maka dianggap aduan dicabut.*

Berdasarkan pasa 52 dan 53 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, jika penyelenggara pelayanan publik melakukan tindakan-
tindakan yang melawan hukum dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik
sesual dengan peraturan perundang-undangan, maka masyarakat berhak
mengajukan gugatan akibat tindakan penyelenggara tersebut kepada Pengadilan.
Tata cara pengajuan gugatan akibat tindakan melawan hukum penyelenggara
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika
penyelenggara diduga melakukan tindak pidana selama upaya penyelenggaraan
pelayanan publik, masyarakat dapat melaporkannya kepada aparat penegak

hukum yang berwenang.*

2.2 Ombudsman

Sejarah lahirnya Ombudsman adalah dimulai oleh Swedia saat tahun 1809
sebagai sebuah lembaga pengawas. Walaupun sering dipahami bahwa negara
lahirnya Ombudsman pertama kali adalah di Swedia, tapi sebenarnya lembaga
pengawas pada pelayanan publik ini sudah mulai dibentuk oleh raha Charles X1I
di Swedia sekitar tahun 1700-an. Pada saat ini nama lembaga pengawas ini adalah
King's Highest Ombudsman. Setelah berjalannya waktu sampai sekitar hampir
setengah abad, lembaga Ombudsman baru dikenal di Swedia. Setelah itu 50 tahun
kemudian barulah beberapa negara di dunia mulai mengadopsi sistem pengawasan
pada pelayanan publik dengan mendirikan Ombudsman nasional. Memang
pendirian secara resmi dan diakui oleh hukum baru dilaksanakan oleh Parlemen

Swedia pada tahun 1809 dengan membentuk Ombudsman Parlementer. Sehingga

41 Zaenal, Muhibun, Membangun Kinerja Pelayanan Publik (Menuju Clean Government and Good
Governance), him. 200-201.
42 |bid., him. 201.
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tahun ini identik dengan tahun dimana Ombudsman pertama kali di dunia berdiri
dan dibentuk secararesmi.®

Pada saat kepemimpinan rasa Charles XII, fungs Highest Ombudsman
sama sekali tidak memiliki kewenangan politik. Karena fungsinya hanya menjaga
dan mengawas agar hukum yang berlaku tetap dipatuhi oleh peabat di
pemerintahannya. Untuk itu Highest Ombudsman diberikan wewenang oleh Raja
untuk dapat menjalankan penututan kepada pejabat negara yang diduga melanggar
hukum agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan
hukum yang berlaku. Dengan dibentuknya King's Highest Ombudsman menjadi
sebuah komitmen seorantg penguasa untuk melindungi hak-hak rakyatnya yang
dijalankan melalui pejabat pemerintahan pada bidang pelayanan publik.
Masyarakat bisa turut melakukan pengawasan kepada pejabat negara agar roda
pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah
hukum.* Saat ini, ketika Ombudsman sudah diadopsi oleh banyak negara di
dunia, telah mengalami banyak sekali perkembangan. Dalam pengadospian
tersebut sama sekali tidak dibatasi oleh bentuk negara, ideologi yang dianut,
sistem pemerintahan dan juga sistem hukum yang berlaku. Karena memang fungsi
Ombudsman ini menjadi sebuah aat penting dalam menjaga demokrasi di sebuah
Negara.

2.2.1 Latar Belakang Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia

Bagi masyakat Indonesia sendiri, keberadaan Ombudsman masih sangat
asing terutama fungsinya sebagai pengawas pelayanan publik di Indonesia yang
dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Segjarah terbentuknya Ombudsman Republik Indonesia diawali dengan lahirnya
Komiss Ombudsman Nasional dengan landasan hukum Keputusan Presiden
Nomor 44 tahun 2000. Kemudian lahir juga K etetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat No. VI1I/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan
Korupsi dan Nepotisme, sehingga pada akhirnya dibentuk |embaga-lembaga

untuk membantu upaya pemberantasan korupsi termasuk di dalamnya

4 M. Makhfudz, 2013, Hukum Administrasi Negara, Edisi Pertama, Y ogyakarta; Graha llmu,
him.132-133
4 Budhi Masthuri, 2005, Mengenal Ombudsman Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, him 3


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

17

Ombudsman yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008
tentang Ombudsman Republik Indonesia.*

Rencana pembentukan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebenarnya
sudah pernah dibicarakan oleh Komisi Konstitus saat momentum Amandemen
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945).
Ombudsman rencananya akan dimasukkan ke dalam Pasal 24 huruf G ayat (1),
namun pada akhirnya pembentukan Ombudsman Republik Indonesia didasarkan
oleh Undang-Undang, bukan Konstitusi.

2.2.2 Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia

Pengertian kewenangan adalah tindakan yang dimiliki oleh suatu lembaga
untuk menjalanksan sesuatu atau untuk tidak menjalankan sesuatu.”® Sementara
itu menurut Laswell dan Kaplan kewenangan adalah sebuah kekuasaan formal
dari peraturan perundang-undangan untuk mengeluarkan sebuah perintah dan
mengluarkan peraturan-peraturan serta menuntut patuh terhadap peraturan-
peraturan tersebut. Jadi kewenangan Ombudsman Republik Indonesia adalah
tindakan yang dipegang oleh Ombudsman untuk melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan publik. Ombudsman harus
independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Karena independens akan
sangat berpengaruh terhadap rekomendas-rekomenasi yang dikeluarkan oleh
Ombudsman atas suatu sengketa pelayanan publik. 4

Berdasarkan Pasal 1 UU Ombudsman RI, Ombudsman RI memiliki
kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam proses penyelenggaraan
pelayanan publik baik yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan
pemerintah termasuk BUMN/D, Badan Hukum Milik Negara, badan swasta atau
perseorangan yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik
tertentu dengan sumber dana sebagaian atau seluruhnya berasal dari anggaran

pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja

4 Zaenal, Muhibun, Membangun Kinerja Pelayanan Publik (Menuju Clean Government and Good
Governance),him. 201-2.

4 Firmansyah Arifin, dkk, 2005, Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga,
Jakarta: Konsorium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).

4" Rohmah Usisa, ‘Analisis Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD)
Dalam Menangani Laporan/Keluhan Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)’ Vol. 4
No. 1 (April 2013).
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daerah.”® Proses yang dilakukan oleh Ombudsman RI dalam menangani setiap
pengaduan yang masuk adalah dengan menjalankan investigasi. Investigasi yang
dijalankan oleh Ombudsman RI adalah menggali informasi dan bukan mencari
alat bukti. Tujuan investigas ini adalah untuk mengetahui lebih rinci tentang
aduan masyarakat dan menentukan apakah aduan tersebut masih menjadi

kewenangan Ombudsman RI atau tidak.*

2.3 Upaya Penyelesaian Sengketa

Menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah suatu kondisi yang terjadi dimana para
pihak di dalamnya sedang dalam sebuah perselisihan yang memiliki sifat faktual
ataupun persdlisihan antara para pihak yang ada dalam persepsi setiap pihak
tersendiri.®® Jika terjadi suatu persengketaan, para pihak bisa memilih dua jalur
untuk menyelesaikannya yaitu dengan jalur Litigasi dan jalur Non-Litigasi.

A. Jaur Litigasi

Secara umum Litigas dapat dipahami sebagai cara penyelesaian sengketa antara
para pihak melaui proses hukum yang sedang berlaku. Proses penyelesaian
dengan jalur Litigasi memposisikan para pihak yang sedang bersengketa bertemu
antara satu dengan lainnya. Tapi rata-rata penyelesaian sengketa dengan jalur
Litigas dipilih dan menjadi sebuah jalan terakhir jika alternatif penyelesaian
sengketa yang lain tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi para pihak yang
sedang bersengketa.® Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara
para pihak yang diselesaikan dengan proses peradilan di dalam pengadilan yang
berwenang. Selama proses penyelesaian sengketa ini, para pihak akan saling
mempertahankan argumen-argumen mereka sesuai dengan prosedur proses
peradilan. Hasil akhir dari Litigasi adalah putusan yang memberikan pernyataan
tentang pihak mana yang menang dan pihak mana yang kalah atau sering disebut

sebagai win-lose solution.>?

48 ‘Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia’, Pasal 1.

4 Rohmah Usisa, ‘Analisis Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Ombudsman Dagrah (LOD)
Dalam Menangani Laporan/Keluhan Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)’.

%0 Takdir Rahmadi, 2011, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan M ufakat, Jakarta:
PT. Rgja Grafindo Persada, him 1

51 Frans Hendra Winarta, 2012, Hukum Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Sinar Grafika, him 2

52 Nurmaningsih Amriani, 2012, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, hlm 35
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B. Jalur Non-Litigasi

Jika melihat dari makna Litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa
dengan melalui proses peradilan di Pengadilan, maka Non-Litigasi adalah
penyelesaian sengketa antara para pihak dengan jalan di luar pengadilan dan tanpa
proses peradilan. Cara penyelesaian ini sering juga disebut dengan alternatif
penyelesaian sengeketa. Walaupun tidak menggunakan proses peradilan, tapi
proses alternatif penyelesaian sengeketa juga sudah diakui oleh peraturan-
perundang-undangan di Indonesia melalui isi penjelasan untuk Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan K ehakiman.

Pada penjelasan tersebut dikatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar

pengadilan didasarkan atas perdamaian dan boleh menggunakan wasit atau arbitor

pada proses arbitrase.>
Sementara itu menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan

bahwa dternatif penyelesaian sengketa adalah sebuah lembaga penyelesal

sengketa antara para pihak yang berbeda pendapat dengan prosedur yang
sebelumnya sudah disepakati bersama oleh para pihak yang bersengketa.> Ada
beberapa cara dalam proses aternatif penyelesaian sengeketa yaitu :

1. Konsultasi adalah sebuah jalan yang ditempuh secara personal oleh satu pihak
dengan pihak lain yang berperan sebagai konsultan. Pada cara ini Konsultan
akan memberikan masukan dan pendapat atas apa sgja yang dimintakan oleh
pihak tersebut sesuai dengan kebutuhannya.

2. Negosias adalah sebuah proses penyelesaian sengeketa di luar proses
peradilan di pengadilan dengan tujuan utama untuk mencapai kesepakatan
antara para pihak yang sedang bersengketa dengan kerja sama dan hubungan
yang lebih harmonis.

3. Medias adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak

dengan cara menempuh proses perundingan atau musyawarah dengan tujuan

53 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang K etentuan Pokok K ekuasaan K ehakiman
Penjelasan Pasal 3

% Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pasal 1 angka (10)
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utama untuk mendapatkan kesepakatan para pihak yang bersengketa dengan
bantuan mediator.

4. Konsilias merupakan proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang
dibantu oleh seorang konsiliator atau sebagai penengah dnegan tujuan untuk
mencari solusi paling baik bagi para pihak yang bersengketa.®

2.3.1 Upaya Penyel esaian Sengketa Pada Pelayanan Publik

Berdasarkan pasal 1 UU Pelayanan Publik, ada 2 upaya yang bisa digjukan
oleh penerima pelayanan publik jika terjadi penyalahgunaan kewenangan atau
tidak menjalankan kewgjiban oleh penyelenggara pelayanan publik. Upaya yang
pertama pada Pasal 1 angka 10 adalah Mediasi yang memiliki makna merupakan
upaya untuk menyelesaikan sengketa dalam ranah pelayanan publik antara para
pihak yang berkonflik melalui bantuan yang diberikan oleh Ombudsman RI atau
mediator yang dibentuk tersendiri oleh Ombudsman RI. Angka 11 menyatakan
Ajudikasi adalah proses yang dilakukan untuk menangani sengketa pelayaan
publik antara pihak yang bermasalah dan di putus oleh Ombudsman.*® Pasal 46
UU Pelayanan Publik juga menyatakan bahwa mediasi dan konsiliasi menjadi
tanggung jawab Ombudsman RI dalam upaya menyelesaikan sengketa dari

pengaduan yang masuk dan atas permintaan para pihak yang bermasalah.*’

2.3.2 Ajudikasi

Ajudikasi adalah salah satu cara dalam usaha penyelesaian sengketa antara
para pihak melalui peran pihak ketiga, yang mana pihak ketiga dipilih langsung
oleh para pihak yang bersengketa untuk menetapkan keputusan dari perkara yang
dipersengketakan.”® Menurut Andreas Soeroso secara sosiologi  Ajudikasi
memiliki makna tindakan yang dilakukan guna mencapai suatu kesepakatan
melalui jalur peradilan jika antara kedua belah pihak yang bersengketa berselisih
pendapat dan saling merasa paling benar. Kesepakatan yang akan dicapai bisa
ditempuh dengan jalan melalui peradilan dan diputus dengan penguatan dari

%5 Frans, Hukum Penyelesaian Sengketa, him 7-8

% ‘Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik’, Pasal 1 angka 10 dan 11.
57 1bid., Pasal 46.

%8 http://www.defi nisimenurutparaahli.com/pengertian-aj udikasi-dan-contohnya/ diakses pada 07
Maret 2019
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bukti-bukti dan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.>®

2.3.3 Mekanisme Ajudikasi Khusus Ombudsman Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI,
Ombudsman Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menyelesaikan
permasalahan ganti rugi akibat sengketa terhadap pelayanan publik dengan
audikas khusus, jika tidak bisa diselesaikan secara medias dan konsiliasi.
Penyelesaian ini hanya menyangkut atas permasalahan ganti rugi dari sengketa
yang sudah diputuskan oleh Ombudsman RI.®° Tata cara permohonan sidang
dengan gjudikasi khusus yaitu digjukan oleh pelapor atau pihak yang mewakili
dengan sampaikan secara tertulis. Permohonan tersebut ditujukan kepada Ketua
Ombudsman RI atau kepada Kepala Perwakilan Ombudsman untuk yang ada di
Daerah.

Asas utama pelaksanaan persidangan Ajudikasi Khusus adalah cepat,
sederhana, independen, terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya apapun.
Mekanisme yang harus dilakukan jika akan menjalankan persidangan Ajudikasi
Khusus ada beberapa syarat formil, yaitu :

a. Adanyapihak pelapor atau pihak yang berwenang mewakili pelapor;

b. Permohonan Ajudikas Khusus untuk mengajukan ganti rugi disampaikan
secaratertulis;

c. Permohonan ditujukan kepada Ketua Ombudsman Pusat atau Kepala
Ombudsman Dagerah;

d. Jangkawaktu permohonan Ajudikasi Khusus baru bisa diajukan Pelapor jika
sudah 90 (sembilan puluh) hari sgjak hari dimana pelapor menerima
pemberitahuan bahwa Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) oleh
Ombudsman RI sudah diterimatim resolusi sebelum rekomendasi diterbitkan;

e. Berkas Permohonan Ajudikasi Khusus ditanda tangani oleh Pelapor atau

pihak yang berwenang mewakili pelapor;

9 1bid.,
80 ‘Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia’, pasal 1
angka 6.
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Permohonan harus dilampiri salinan ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan
Akhir dan uraian rinci mengenai kerugian materiil yang diterima dan bukti
ditemukannya tindakan maladministrasi;

Melampirkan dokumen-dokumen pendukung permohonan jika dirasa perlu;
Substansi permohonan Ajudikasi Khusus tidak sedang atau telah menjadi
objek pemeriksaan oleh pengadilan; dan

Substansi permohonan harus menimbulkan kerugian materiil secara langsung
terhadap pelapor.**

Proses persidangan dalam Ajudikasi Khusus, Ombudsman RI bisa menjadi

Ajudikator langsung atau dengan membentuk Ajudikator tersendiri. Wewenang

yang dipegang Ajudikator antaralain :

a

b.

mengatur jalannya persidangan Ajudikasi Khusus;;
meminta keterangan dan dokumen dari para pihak yang ada di daam
persidangan;
memerintahkan kepada saksi, ahli dan penerjemah untuk mengucapkan
sumpah dan janji sebelum memberikan keterangan;
menentukan permohonan Ajudikasi Khusus diterima atau tidak diterima;
memutus permohonan Ajudikasi Khusus.®

Pada pasa 25 UU Ombudsman RI putusan yang dikeluarkan oleh

Ajudikator dalam Ajudikasi Khusus bersifat final, mengikat dan wajib

dilaksanakan oleh pihak terlapor. Pelaksanaan dari putusan ganti kerugian tersebut

dijalankan paling lambat 60 (enam puluh) hari segjak putusan diterima oleh pihak

terlapor. Bagi penyelenggara pelayanan publik yang tidak melaksanakan putusan

dari persidangan Ajudikasi Khusus maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan pada peraturan perundang-undangan.®

®11bid., Pasal 4.
62 |bid., Pasal 7.
& |bid., Pasal 25.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesmpulan

1. Wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi
Ajudikasi Khusus adalah merupakan wewenang tambahan yang dipegang
oleh Ombudsman RI. Ha ini menjadikan konsep kewenangan
Ombudsman lebih fleksibel, tidak dibatasi norma-norma dan penegakan
hukum yang sangat kekat. Konsep kewenangan Ombudsman RI untuk
menjalankan Ajudikasi Khusus merupakan salah satu perluasan wewenang
yang dimiliki hampir oleh seluruh Ombudsman diberbagai negara,
mengingat fungss Ombudsman sangat penting sekali sebagai lembaga
pengawas terjaminnya pelayanan publik yang berkualitas untuk
masyarakat dan menciptakan penyelesaian masalah dalam lingkungan
pelayanan publik yang lebih cepat, murah dan efisien.

2. Tindakan paksaan yang bisa dilakukan oleh Pelapor terhadap Putusan
Ajudikas Khusus hanya sebatas pada tindakan oleh atasan Terlapor
berupa pemberian sanks administratif. Karena belum ada turunan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi tidak
menjalankan putusan Ajudikasi Khusus. Selain itu juga mengingat putusan
Ajudikas Khusus sesuai Peraturan Ombudsman RI bersifat final dan
mengikat. Para pihak hanya bisa melakukan upaya hukum ke Pengadilan
terlepas dari campur tangan Ombudsman Republik Indonesia jika dirasa

ada tindakan melawan hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara.

4.2 Saran
1. Demi terus menjaga eksistenss Ombudsman RI dalam pengawasan
Pelayanan Publik, maka harus dilakukan penguatan kewenangan-
kewenangan Ombudsman RI termasuk kewenangan Ajudikasi Khusus.
Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (PerPres) tentang ganti
rugi pelayanan publik perlu dikeluarkan. Karena sangat penting bagi

kinerja Ombudsman RI dalam menjalankan Ajudikasi Khusus.
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2. Perlu adanya penegasan sanksi-sanksi pada peraturan perundang-
undangan, penguatan kedudukan dan memberikan pemahaman kepada
penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik untuk memaksimalkan

putusan Ajudikasi Khusus.
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